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KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI e-HDW
DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA
TAHUN 2025

KEPALA DESA LAMBUR

	Menimbang
	:
	a.
	Bahwa dalam rangka pengorganisasian konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Desa untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat;

	
	
	b.
	Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 129 Tahun 2022 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting;

	
	
	c.
	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu mengangkat Admin dan Operator Aplikasi e-HDW di Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk155081118]Mengingat
	:
	01
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

	
	
	
	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

	
	
	02
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	03
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

	
	
	
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

	
	
	04
	Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025;

	
	
	05
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

	
	
	06
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	
	
	07
	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

	
	
	
	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;

	
	
	
	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

	
	
	
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;

	
	
	
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

	
	
	
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;

	
	
	08
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

	
	
	09
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

	
	
	10
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

	
	
	11
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

	
	
	12
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

	
	
	13
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

	
	
	14
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

	
	
	15
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

	
	
	17
	Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

	
	
	20
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

	
	
	21
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

	
	
	22
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor  2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

	
	
	23
	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

	
	
	24
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

	
	
	25
	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

	
	
	27
	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor15);

	
	
	28
	Peraturan Bupati Purbalingga nomor 9 tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistim Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;

	
	
	
	

	
	
	30
	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

	
	
	38
	Peraturan Desa Lambur Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lambur Tahun 2019 - 2025;

	
	
	39
	Peraturan Desa Lambur Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

	
	
	40
	Peraturan Desa Lambur Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;





MEMUTUSKAN

	Menetapkan 
	:
	KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISKEUDES DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

	KESATU
	:
	Menetapkan 
Nama                      : FIRMAN ADE MAHENDRA
Tempat/Tgl. lahir   : Purbalingga, 10 Maret 2000
Sebagai Admin Aplikasi E-HDW di Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

	KEDUA
	:
	Menetapkan 
Nama                      : TUTUT WULANDARI
Tempat/Tgl. lahir   : Jepara, 06 November 1995
Sebagai Operator Aplikasi E-HDW di Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga  

	KETIGA
	:
	Menugaskan kepada pemegang aplikasi e-HDW baik Admin Desa maupun Operator untuk :
a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sasaran Stunting Desa;
b. Melakukan identifikasii terhadap kegiatan konvergensi stunting dalam satu tahun anggaran;
c. Memastikan realisasi kegiatan konvergensi stunting;
d. Melakukan input data laporan fasilitasi desa, dan
e. Tugas lainnya

	KEEMPAT
	:
	Dalam mlaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Kepala Desa

	KELIMA
	:
	Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliriuan maka akan diubah sebagaimana mestinya.



	Ditetapkan di Lambur

	Tanggal 30 Desember 2024

	
KEPALA DESA LAMBUR

	


	TUTI HARYANI
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